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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat
menyimpulkan bahwa:

1. Analisis putusan hakim dalam perkara nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM.
Tentang batalnya nikah siri, maka perkawinan Tergugat | dan Tergugat 11
dilangsungkan di hadapan pejabat resmi yang merupakan wali sah
perkawinan tersebut, dengan didampingi oleh dua orang saksi dan
dicatatkan perkawinannya pada Biro Agama XXXXXXXXXXXXXXX. sebuah
fakta. Nomor akta: 0162/001/VI diterbitkan pada tanggal 2 Juni
2020/2020, perkawinan yang ditutup oleh pendaftar yang tidak memiliki
izin, wali nikah yang tidak sah, atau anggota keluarga tanpa kehadiran dua
orang saksi Dapat diikat sebelum dilakukan. Wajib membatalkan silsilah
pasangan, jaksa, dan silsilah pasangan.

2. Pertimbangan majelis dengan nomor perkara 540/Pdt.G/2020/PA.GM.
Terhadap dua tinjauan hukum, yaitu pemusnahan perkawinan dengan
kesalahan penggambaran identitas berdasarkan tinjauan hukum dan non-
yudisial (hukum Islam), pemusnahan perkawinan dengan kesalahan
penggambaran identitas oleh tinjauan hukum dan non-hukum adalah

keduanya. sah karena memenuhi persyaratan hukum.
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B. Saran

1. Lembaga Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang
memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan memutuskan
permohonan pencabutan informasi pribadi yang dipalsukan, sehingga
lembaga tersebut perlu melakukan musyawarah yang intensif di
masyarakat.

2. Calon pengantin harus mengetahui calon suami atau istri mereka sebelum
mereka menikah. Dengan begitu, pernikahan tersebut tidak akan batal di

kemudian hari.
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